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BAB IV 

HAMBATAN PENERAPAN PUTUSAN MUSYAWARAH 

MUFAKAT RAJO PENGHULU TERHADAP 

PELANGGARAN KESUSILAAN DI KOTA BENGKULU 

 

Putusan Rajo Penghulu yang telah dihasilkan di dalam musyawarah 

mufakat Rajo Penghulu haruslah dilaksanakan dan diterapkan oleh para pihak 

yang melanggar dapek salah dalam hal ini zina. Putusan yang telah diberikan 

harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku dan korban dapek 

salah kepada masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan perbuatan zina yang 

mereka lakukan sudah meresahkan masyarakat dan mengganggu kedamaian 

dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. 

Akan tetapi di dalam prakteknya, ditemukan beberapa hambatan dalam 

penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran 

kesusilaan di Kota Bengkulu dalam hal ini Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu 

Agung Kota Bengkulu yaitu: 

A. Hambatan Dalam Penerapan Hasil Putusan Musyawarah Mufakat 

Rajo Penghulu 

Untuk mengetahui Hambatan dalam Penerapan Putusan Musyawarah 

Mufakat Rajo Penghulu, maka penulis melakukan penelitian dengan 
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mewawancarai Rajo Penghulu, korban dan pelaku pealanggaran kesusilaan 

zina, orang tua korban dan orang tua pelaku pelanggaran zina, serta 

masyarakat yang bertempat tingal di lingkungan sekitar terjadinya 

pelanggaran kesusilaan zina. Adapun hasil penelitian mengenai hambatan 

penerapan hasil putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Ketidakhadiran Pihak Pelaku ataupun Korban pada Waktu 

Pelaksanaan Putusan atau Sanksi Adat. 

a. Menurut Rajo Penghulu 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 

Bapak Imam Rusdi selaku Penghulu Syara’ yang penulis wawancarai 

pada tanggal 1 Februari 2014 mengatakan bahwa salah satu hambatan 

untuk diterapkannya hasil putusan mufakat Rajo Penghulu karena 

masih adanya salah satu pihak yang tidak hadir pada waktu 

pelaksanaan sanksi adat. Bapak Imam Rusdi menambahkan meskipun 

terkadang salah satu pihak tidak hadir, tapi tidak jarang juga kedua 

pihak pelaku dan pihak korban hadir pada waktu pelaksanaan sanksi 

adat yang sebelumnya telah disepakati. 

Ditambahkan oleh Bapak Khairil Anwar selaku Cerdik 

Cendikio yang penulis wawancarai pada tanggal 2 Februrari 2014 

mengatakan bahwa kehadiran pihak pelaku dan pihak korban ini 

menunjukkan bahwa kedua belah pihak menepati janji dan 
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bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bapak 

Khairil Anwar juga mengatakan bahwa hadirnya pihak pelaku dan 

pihak korban menunjukkan bahwa mereka telah menyerahkan 

sepenuhnya kepada Rajo Penghulu untuk diselesaikannya dapek salah 

tersebut. 

Selanjutnya ditambahkan oleh  Bapak Syamsul Bahri  yang 

penulis wawancarai pada tanggal 1 Febuari 2014 mengatakan bahwa 

putusan yang telah Rajo Penghulu berikan haruslah dilaksanakan dan 

diterapkan oleh pihak pelaku dan korban yang melanggar dapek salah 

agar tercipta lagi kehidupan yang selaras dan seimbang dalam 

masyarakat. Bapak Syamsul Bahri juga mengatakan bahwa tidak 

jarang juga pihak pelaku dan pihak korban tidak hadir pada 

pelaksanaan sanksi adat yang telah disepakati. Bapak Syamsul Bahri  

menambhakan bahwa ketidakhadiran mereka ini tentunya menjadi 

penghalang untuk segera diselesaikannya dapek salah yang terjadi di 

masyarakat. 

b. Menurut Korban dan Orang Tua Korban 

Berdasarkan hasil wawancaradengan korban JD pada tanggal 1 

Maret 2014, yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan sanksi 

adat, pihak JD memilih untuk tidak hadir. Hal ini dikarenakan  bahwa 

Ia bukan warga asli daerah tersebut, selama tinggal di daerah itu pun 

JD hanya menyewa disebuah kos-kosan. Hal senada dikatakan oleh 
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Ibu SR selaku orang tua dari korban JD yang penulis wawancarai 

pada tanggal 2 Maret 2014. Ibu SR mengatakan bahwa anaknya 

memilih untuk tidak hadir karena selain bukan warga asli, anaknya 

juga diusir dari daerah tersebut. 

Jadi dapat dilihat bahwa hambatan penerapan menurut korban  

dikarenakan korban dan orangtua  merasa bukan warga daerah tempat 

dimana korban disidang melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu. 

c.    Menurut Pelaku dan Orang Tua Pelaku 

Berdasarkan wawancara dengan AB pada tanggal 24 Februari 

2014, diketahui bahwa AB tidak menghadiri prosesi pelaksanaan 

sanksi adat. Pelaku AB  mengatakan bahwa ketidakhadirannya pada 

saat itu dikarenakan ada urusan yang lain dan urusan pekerjaan yang 

mendadak sehingga Ia tidak dapat hadir. Ditambahkan oleh Bapak AJ 

selaku orang tua dari pelaku AB yang penulis wawancarai pada 

tanggal 25 Februari 2014. Bapak AJ mengatakan bahwa mereka tidak 

menghadiri pelaksanaan sanksi adat dikarenakan mereka selaku orang 

tua merasa malu. Bapak AJ menambahkan bahwa yang terpenting itu 

ialah persyaratan untuk dilaksanakannya sanksi adat telah mereka 

penuhi.  

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang penulis lakukan 

terhadap pelaku BP (29 tahun) pada tanggal 5 Maret 2014. Pelaku BP 

mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan sanksi adat, pihak BP 
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memilih untuk tidak hadir. Pelaku BP menambahkan bahwa 

ketidakhadirannya pada saat itu karena Ia bukan warga daerah yang 

bersangkutan, jadi Ia merasa tidak harus datang pada saat pelaksanaan 

sanksi adat yang sebelumnya telah disepakati dalam musyawarah 

mufakat Rajo Penghulu tersebut, ia merasa dengan sanksi adat yang 

sudah dia tepati (bayar) hal ini sudah merupakan bentuk tanggung 

jawabnya sebagai pelaku. 

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak BK selaku orang tua 

dari pelaku BP yang penulis wawancarai pada tanggal 6 Maret 2014. 

Bapak BK mengatakan bahwa mereka memang tidak hadir pada saat 

hari pelaksanaan sanksi adat. Ditambahkan oleh Bapak BK yang 

mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan anaknya itu merupakan 

suatu aib yang apabila dibawa ke jalur hukum akan lebih banyak orang 

yang tahu dan itu akan membuat mereka lebih merasa malu lagi. 

Jadi dapat dilihat bahwa hambatan penerapan menurut pelaku 

dan orang tua dikarenakan adanya kepentingan pekerjaan, dikarenakan 

pelaku merasa bukan warga daerah tempat dimana pelaku disidang 

melalui Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu dan juga dikarenakan 

malu karena kasus zina ini merupakan aib. Akan tetapi menurut pelaku 

dan orang tua pelaku bahwa sanksi adat yang telah mereka bayar 

sudah mewakili ketidakhadiran mereka. 
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d.   Menurut Masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat 

yang bertempat tinggal di lingkungan terjadinya pelanggaran 

kesusilaan zina yaitu SS dan AF yang penulis wawancarai pada 

tanggal 7 Februari 2014 mengatakan bahwa terkadang pada saat 

pelaksanaan putusan sanksi adat, pihak pelaku dan korban maupun 

keluarga mereka tidak hadir. Menurut TP dan AK yang penulis 

wawancarai pada tanggal 3 Maret 2014 mengatakan bahwa apapun 

alasan ketidakhadiran baik pelaku dan korban maupun keluarga, 

ketidakhadiran tersebut memberi kesan  pelaku dan korban tidak 

menghormati putusan adat yang Rajo Penghulu telah hasilkan. 

2. Sebagian Masyarakat Merasa Bahwa Putusan Tersebut Belum 

Sebanding dengan Perbuatan yang Dilakukan. 

a. Menurut Rajo Penghulu 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Bapak Khairil 

Anwar selaku Cerdik Cendikio pada tanggal 2 Februari 2014. Bapak 

Khairil Anwar mengatakan bahwa salah satu hal yang menghambat 

diterapkannya putusan dari Rajo Penghulu ialah karena adanya 

sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding 

dengan perbuatan yang dilakukan. 
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Bapak Syamsul Bahri selaku Penghulu Adat yang penulis 

wawancarai pada tanggal 1 Fwebruari 2014 menambahkan bahwa 

adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap 

putusan dari Rajo Penghulu tersebut dikarenakan masyarakat terlanjur 

kecewa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak yang 

melanggar kesusilaan. Bapak Syamsul Bahri juga mengatakan bahwa 

masyarakat kecewa karena lingkungan tempat tinggal mereka menjadi 

kotor akibat perbuatan yang dilakukan pelaku dan korban tersebut. 

b.   Menurut Masyarakat 

Wawancara selanjutnya penulis lakukan terhadap SS, AF, TG, 

MY, TP, dan AK selaku masyarakat yang bertempat tinggal di 

lingkungan sekitar terjadinya pelanggaran kesusilaan zina. 

Berdasarkan keterangan dari SS dan AF yang penulis wawancarai 

pada tanggal 7 Februari 2014, mengatakan bahwa salah satu 

penghambat untuk diterapkannya putusan dari Rajo Penghulu yakni 

masyarakat terkadang tidak menerima putusan yang telah dihasilkan 

oleh Rajo Penghulu karena akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh 

pelaku dan korban menimbulkan rasa kebencian dari masyarakat. 

Menurut AF masyarakat merasa putusan yang diberikan oleh Rajo 

Penghulu belum sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan 

oleh pelaku dan korban. 
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Hal senada juga dikatakan oleh TG dan MY selaku masyarakat 

yang penulis wawancarai pada tanggal 21 Februari 2014. TG dan MY 

mengatakan bahwa terkadang ada masyarakat yang tidak menerima 

putusan Rajo Penghulu tersebut karena mereka merasa daerah tempat 

tinggal yang mereka tempati menjadi tercemar akibat perbuatan yang 

telah dilakukan oleh pelaku dan korban. 

Selanjutnya TG mengatakan bahwa ketidak hadiran pihak 

yang bersangkutan saat pelaksanaan sanksi adat juga merupakan faktor 

terhambatnya penerapan putusan Rajo Penghulu tersebut. 

Ditambahkan juga oleh TP dan AK selaku masyarakat yang penulis 

wawancarai pada tanggal 3 Maret 2014. TP dan AK  mengatakan 

bahwa masyarakat menginginkan pelaku dan korban tidak hanya 

sekedar diberikan putusan berupa sanksi adat, tetapi juga diberikan 

hukuman lain yang lebih tegas agar perbuatan pelaku dan korban tidak 

diikuti oleh orang lain. 

3. Aparat Pemerintah dalam Hal Ini Ketua RT Sering Ikut Serta di 

dalam Pelaksanaan Putusan Sanksi Adat. 

a. Menurut Rajo Penghulu 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 

Bapak Khairil Anwar selaku Cerdik Cendikio yang penulis 

wawancarai pada tanggal 2 Februari 2014 mengatakan bahwa adanya 

keiikutsertaan dari pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan 
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dapek salah yang terjadi membuat sulitnya penerapan terhadap 

putusan Rajo Penghulu yang telah hasilkan. Bapak Khairil Anwar 

mengatakan bahwa seharusnya pihak masyarakat dapat ikut berperan 

aktif untuk memberikan dukungan terhadap putusan yang Rajo 

Penghulu hasilkan sehingga dapat membawa pengaruh positif bagi 

kinerja Rajo Penghulu dan kehidupan bermasyarakat.  

Berdasarkan keterangan yang didapati dari Bapak Syamsul 

Bahri  selaku Penghulu Adat, bahwa selain itu salah satu hal yang 

menghambat untuk diterapkannya putusan dari Rajo Penghulu ialah 

adanya aparat pemerintah  dalam hal ini Ketua RT yang ikut serta 

dalam pelaksanaan sanksi adat. Bapak Syamsul Bahri  menambahkan 

bahwa keikutsertaan aparat pemerintah ini misalnya dengan mereka 

merasa bahwa penyelesaian dapek salah zina merupakan wewenang 

mereka sebagai aparat pemerintahan, bukan termasuk di dalam 

wewenang Rajo Penghulu, karena pelaku yang melakukan zina 

merupakan warga yang masuk ke dalam wewenang dan 

tanggungjawab Ketua RT. 

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Imam Rusdi selaku 

Penghulu Syara’. Bapak Imam Rusdi mengatakan bahwa kadang 

aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT, tidak mengetahui 

penyelesaian dapek salah zina termasuk di dalam wewenang dari Rajo 

Penghulu. Selanjutnya Bapak Imam Rusdi juga mengatkan bahwa 
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dapek salah zina yang telah terjadi haruslah diselesaikan melalui Rajo 

Penghulu dan bukanlah wewenang dari Ketua RT untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Bapak Imam Rusdi menambahkan bahwa apabila terdapat 

dapek salah zina yang perkaranya diselesaikan melalui Ketua RT 

bukannya Rajo Penghulu, tidak menutup kemungkinan bahwa perkara 

tersebut dapat dilaporkan kembali oleh pihak pelaku atau korban ke 

Kepolisian. Menurut Bapak Imam Rusdi, hanya dapek salah yang 

diselesaikan melalui Rajo Penghulu saja yang mempunyai kekuatan 

hukum, bukan dapek salah yang diselesaikan melalui Ketua RT.  

Hal senada dikatakan oleh Bapak Khairil Anwar selaku 

Cerdik Cendikio. Bapak Khairil Anwar berpendapat bahwa Rajo 

Penghululah yang dapat menyelesaikan dapek salah yang terjadi di 

lingkungan masyarakat dan bukanlah wewenang aparat pemerintahan 

lain dalam hal ini Ketua RT, untuk berperan sebagai pihak yang dapat 

menyelesaikan dapek salah yang telah terjadi. Selanjutnya Bapak 

Khairil Anwar mengatakan bahwa aparat pemerintahan dalam hal ini 

Ketua RT sebagai pihak yang menyampaikan kepada Rajo Penghulu 

bahwa telah terjadi dapek salah di dalam masyarakat.  

b.   Menurut Masyarakat 

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap masyarakat 

yang bertempat tinggal di lingkungan terjadinya pelanggaran 
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kesusilaan zina yaitu SS dan AF yang penulis wawancarai pada 

tanggal 7 Februari 2014 mengatakan bahwa aparat pemerintah dalam 

hal ini Ketua RT `terkadang ikut campur di dalam pelaksanaan 

putusan sanksi adat. 

Ditambahkan oleh TG dan MY yang penulis wawancarai pada 

tanggal 21 Februari 2014 mengatakan bahwa aparat pemerintah 

tersebut merasa bahwa dapek salah zina tersebut terjadi di wilayah 

administrasi mereka. Selanjutnya MY mengatakan karena dapek salah 

zina itu terjadi di wilayah administrasi aparat pemerintah dalam hal ini 

Ketua RT, sehingga mereka merasa bahwa sudah menjadi 

kewajibannya untuk ikut serta di dalam pelaksanaan putusan sanksi 

adat dapek salah zina tersebut. 

Dari hasil wawancara penulis dengan para narasumber di Kelurahan 

Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu terhadap hambatan dalam 

penerapan putusan musyawarah mufakat Rajo Penghulu, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

1. Ketidakhadiran pihak pelaku ataupun korban pada waktu pelaksanaan putusan 

atau sanksi adat. 

2. Sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding dengan 

perbuatan yang dilakukan. 

3. Aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT sering ikut serta di dalam 

pelaksanaan putusan sanksi adat. 
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BAB V 

PENUTUP 

     

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dan hasil penelitian yang telah 

dilakukan penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: 

1. Dapek salah yang terjadi di masyarakat akan dapat diselesaikan melalui 

Rajo Penghulu apabila adanya laporan dari warga atau pihak yang 

bersangkutan kepada Rajo Penghulu melalui Ketua RT dengan tujuan agar 

dapek salah tersebut segera diselesaikan. Kekuatan putusan dari 

musyawarah mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di 

Kota Bengkulu, dalam hal ini zina, terletak pada ada atau tidaknya pihak 

pelaku atau pihak korban yang melaporkan kembali perkara tersebut ke 

pihak Kepolisian. Selain itu, letak kekuatan putusan dari musyawarah 

mufakat Rajo Penghulu juga dapat dilihat dari kesungguhan pihak pelaku 

dan pihak korban untuk memenuhi sanksi adat yang dijatuhkan melalui 

Mufakat Rajo Penghulu. 

2. Adapun hal-hal yang menjadi hambatan penerapan putusan musyawarah 

mufakat Rajo Penghulu terhadap pelanggaran kesusilaan di Kota 

Bengkulu adalah: 
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a. Ketidakhadiran pihak pelaku ataupun korban pada waktu pelaksanaan 

putusan atau sanksi adat. 

b. Sebagian masyarakat merasa bahwa putusan tersebut belum sebanding 

dengan perbuatan yang dilakukan. 

c. Aparat pemerintahan dalam hal ini Ketua RT sering ikut serta di dalam 

pelaksanaan putusan sanksi adat. 

B. Saran 

1. Hendaknya putusan yang telah dihasilkan oleh Rajo Penghulu pada 

pelanggaran kesusilaan yakni zina, benar-benar dilaksanakan oleh pihak 

pelaku dan pihak korban yang melanggar. Jangan sampai ada pihak yang 

mengambil untung dari adanya dapek salah yang terjadi agar tidak 

menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. 

2. Hendaknya kepada pihak pelaku, pihak korban, dan seluruh anggota 

masyarakat ikut mendukung kinerja dari Rajo Penghulu agar membawa 

pengaruh yang positif dalam lingkungan bermasyarakat.  
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